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Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hakim pengadilan agama 
kabupaten purworejo No. 0028/Pdt.P/2018/pa.Pwr dalam memutuskan 
perkara asal – usul anak di luar pernikahan, kita tahu bahwa produk 
hukum Islam di Indonesia yaitu fikih, perundang-undangan dan fatwa, 
studi terhadap putusan pengadilan selama ini relatif lebih sedikit 
dilakukan. Padahal peradilan melalui putusan hakim di pengadilan 
merupakan proses konkritisasi ide-ide hukum abstrak yang tertuang 
dalam perundang-undangan. Putusan hakim, termasuk hakim Pengadilan 
Agama, menempati posisi strategis karena terkait langsung dengan 
aktualisasi hukum Islam dalam masyarakat melalui lembaga formal 
(peradilan). Fokus kajian ini adalah menganalisis putusan hakim 
pengadilan agama kabupaten purworejo dalam memutuskan perkara asal-
usul anak diluar pernikahan. Hasil penelitian ini adalah 
pertimbangan:Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo No. 
0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. meliputi: hak untuk mendapatkan status hukum 
anak; pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang 
menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan merupakan 
kewajiban administratif yang diwajibkan oleh peraturan perundang- 
undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah 
syarat- syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan 
calon mempelai; permasalahan mengenai anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan perlu mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum 
yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang 
ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun 
keabsahan perkawinanannya masih dipersengketakan; Pasal 43 ayat (1) 
UU No. 1/1974 harus dibaca: ―Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 
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serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 
ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 
keluarga ayahnya‖;  Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan, 
―Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya‖ adalah bertentangan dengan 
UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional). 
Abstrack 
This study examines the consideration of purworejo district religious 
court judge No. 0028 / Pdt.P / 2018 / pa.Pwr In deciding the case of the 
origin of children outside of marriage, we know that the Islamic legal 
products in Indonesia, namely fiqh, laws and fatwas, studies on court 
decisions so far have been relatively less carried out. Whereas the 
judiciary through the decision of a judge in court is a process of 
concretizing abstract legal ideas contained in the legislation. Judges' 
decisions, including Religious Court judges, occupy a strategic position 
because they are directly related to the actualization of Islamic law in 
society through formal institutions (the judiciary). The focus of this study 
is to analyze the decision of purworejo district religious court judge in 
deciding the case for the origin of children outside of marriage. The 
results of this study are considerations: Judges of the Purworejo District 
Religious Court No. 0028 / Pdt.P / 2018 / PA.Pwr. include: the right to 
obtain a child's legal status; marriage registration is not a factor that 
determines the validity of marriage and marriage registration is an 
administrative obligation required by statutory regulations. The factors 
that determine the validity of the marriage are the conditions determined 
by the religion of each pair of bride and groom; issues regarding children 
born out of wedlock need to get legal protection and fair legal certainty 
regarding the status of a child born and the rights that are there to him, 
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including to children born even though the validity of the marriage is still 
disputed; Article 43 paragraph (1) of Law No. 1/1974 must read: "A child 
born outside of marriage has only a civil relationship with his mother and 
his mother's family and a man as his father which can be proven based on 
science and technology and / or other evidence according to the law turns 
out to have blood relations, including civil relationship with his father's 
family "; Article 43 paragraph (1) of Law No. 1/1974 which states, 
"Children born outside of marriage only have a civil relationship with 




Pernikahan adalah  sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-
laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU Perkawinan).
119
 Pernikahan merupakan 
salah satu perintah agama kepada hambanya yang mampu untuk segera 
melaksanakannya. Karena dengan pernikahan dapat mencegah 
kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk 
perzinahan. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menyambung 
keturunan yang kelak akan dijadikan ahli waris. Keinginan mempunyai 
anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara 
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 Arne Huzaimah, ―Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palembang 
Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status 




fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah Swt. kepada suami 
isteri tersebut.  
Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan 
kesejahteraan bagi pasangan suami isteri dan keluarganya, karena anak 
merupakan buah perkawinan yang suci  sebagai landasan keturunan bagi 
suatu keluarga itu selanjutnya. Anak  adalah amanah dan karunia Tuhan 
Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai 
manusia yang utuh. Anak juga merupakan tunas, potensi dan generasi 
muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu anak memiliki 
peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada dimasa depan.
120
 Karena 
itu, orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak 
tersebut menjadi orang yang berguna sehingga dia dapat mencapai cita-
citanya pada waktu dewasa nanti. Orang tua harus memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya agar anak dapat tumbuh dan berkembang 
secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, 
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 Tedy Sudrajat, ―Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak 
Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia,‖ KANUN: 
Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No. 02 (2011): 112–26. 
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 Anak juga harus diberikan perlindungan hukum agar dapat 
mewujudkan kesejahteraannya dan adanya jaminan dalam pemenuhan 
hak-hak anak tersebut. Namun demikian, terdapat pula keadaan di mana 
kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan 
suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi pada seorang wanita yang 
berstatus tidak bersuami namun melahirkan anak, hal tersebut merupakan 
aib bagi keluarganya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak 
bersuami dinamakan anak luar kawin. Kehadiran seorang anak di luar 
perkawinan merupakan masalah yang cukup memprihatinkan baik bagi 
wanita yang melahirkannya maupun bagi lingkungan masyarakat 
setempat.  Di mana dengan adanya anak lahir di luar pernikahan itu akan 
menimbulkan banyak pertentangan - pertentangan antara keluarga 
maupun di dalam masyarakat mengenai hak dan kewajiban anak tersebut. 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal dua 
macam status anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana 
dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan 
bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 
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 Adi Wibowo, ―STUDY KOMPARASI PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN SMK ( Studi Kasus SMK Di Pondok Pesantren Lirboyo Al-Mahrusiyah 
Dan Di SMK PGRI 2,‖ At-Tarbiyat:Jurnal Pendidikan Islam 1, No. 1 (2018): 1–15. 
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dari perkawinan yang sah.
122
 Sedangkan anak luar kawin terdapat dalam 
Pasal 43  Undang-undang Perkawinan,menyebutkan bahwa anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan ibu dan keluarga ibunya. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
123
 adalah: 1). 
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu. 2). Tiap-tiapa perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sebagian 
masyarakat Indonesia, perkawinan hanya dilakukan menurut aturan 
hukum agamanya saja, tetapi tidak dilakukan pencatatan sehingga 
pasangan suami isteri tersebut tidak memiliki akta nikah sebagai bukti 
autentik dari perkawinan yang telah dilakukan. Perkawinan yang 
dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan pada lembaga 
pencatatan nikah seperti kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang 
beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim, dikenal 
dengan perkawinan siri atau nikah sirri. Perkawinan sirri terjadi karena 
berbagai faktor, antara lain: karena biaya perkawinan yang mahal, karena 
sebagai perkawinan kedua yang takut diketahui oleh isteri pertama atau 
karena sudah menjadi budaya pada suatu daerah atau desa. Seperti yang 
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 Aris Dwi Susanti, ―Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Pembinaan 
Anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata,‖ Jurnal Ilmu Hukum Opinion  Vol. 
04, No. 01 (2013): 1–7. 
123
Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 
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terjadi pada lebih dari 600 warga Desa Setu Patok Cirebon memilih nikah 
sirri lantaran sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun.2 Anak yang 
dilahirkan dari perkawinan sirri menurut hukum negara dianggap anak 
yang tidak sah atau luar perkawinan karena tidak ada bukti pencatatan 
perkawinan berupa akta nikah. Sehingga anak dari perkawinan sirri dapat 
saja diingkari oleh suami dan suami tidak mau menjalankan kewajiban 
sebagai orang tua untuk memelihara anak tersebut. Sehingga semua 
kewajiban menjadi beban isteri (ibu dari anak tersebut) dan keluarga dari 
pihak isteri. (sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 43 UU 
Perkawinan). 
Pada tanggal 5 Juli tahun 2018, Pengadilan Agama kabupaten 
Purworejo mengeluarkan Putusan Nomor: 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr 
tentang status anak yang lahir di luar pernikahan, yakni dengan menguji 
pasal 103 ayat (3) tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
124
 Yang 
diajukan oleh seorang wanita yang berinisial YYY binti YYY dengan 
laki-laki berinisial DDD bin DDDdengan wali nikah Bapak Samadi dan 
disaksikan Bapak Agus serta mas kawin berupa Seperangkat alat Shalat 
namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. dalam perkawinan tersebut telah 
dikaruniai seorang anak bernama YYY, lahir pada tanggal 25 April 2013, 
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Surat penetapan Mahkamah Agung No. 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr tentang 
asal usul anak diluar pernikahan tahun 2018. 
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Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia 
Alamat YYY Negara, No.9, RT.001/RW.010, Kelurahan YYY, 
Kecamatan YYY, Kabupaten Purworejo. 
Kemudian mereka telah menikah ulang dihadapan Pegawai 
pencatat Nikah dan mencatatkan perkawinan secara resmi di KUA 
Kecamatan YYY, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 18 
Maret 2014, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan para  
saksi Bapak YYY dan Bapak YYY dengan wali nikah YYY sehingga 
mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0138/ YYY namun adanya 
akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuatan akta kelahiran 
anak mereka yang lahir pada 25 April 2013. 
Dengan menimbang pentingnya akta lahir bagi anak maka 
pasangan suami istri ini sangat membutuhkan penetapan Pengadilan 
tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar hukum/mempunyai 
kepastian hukum dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak yang 
bersangkutan dan pasangan suami istri ini sanggup mengajukan bukti-
bukti tentang asal-usul anak tersebut, maka pasangan suami istri ini 
mengajukan Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak  ke Pengadilan 
Agama Purworejo; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas. 
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Putusan Perkara Asal-Usul Anak diluar Pernikahan Pengadilan 
Agama Kabupaten Purworejo 
Berikut ini penjabaran mengenai PertimbanganPengadilan Agama 
Kabupaten Purworejo No.0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. dalam Memutuskan 
Perkara Asal-Usul Anak diluar PernikahanMenimbang,bahwa pada hari 
dan tanggal yang telah ditetapkan, Para pemohon dengan didampingi 
kuasa hukumnya telah hadir sendiri dipersidangan, lalu pemeriksaan 
dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya 
tetap dipertahankan oleh Para Pemohon. Menimbang, bahwa untuk 
memperkuat dalil Permohonannya, para pemohon telah mengajukan 
bukti-bukti surat berupa : 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk  
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II nomor : 
3307YYY3yang dikeluarkan oleh Kantor DUKCAPIL Kabupaten 
Purworejo  
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : YYY2014 yang 
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY 
Kabupaten Wonosobo  tanggal 18 Maret 2014, telah bermaterai 
dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti 
sesuai (bukti P-3);  
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4. Surat Keterangan Melahairkan dari Bidan YYY alamat YYY RT. 
27 RW. VII YYY YYY Kabupaten Wonosobo  Nomor : --   
tanggal 25 April 2013, telah bermaterai dan telah dinazzegel serta 
dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);  
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YYY (bukti 
P-5); 
Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada 
ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna 
mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap satu orang anaknya 
yang bernama YYY, tempat tanggal lahir, YYY, 25 April 2013, Para 
Pemohonkesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena 
anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakan akan nikah ulang 
secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan YYYY, 
Kabupaten Wonosobo; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di 
atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini, adalah 
apakah anak tersebut anak yang sah yang dilahirkan dalam atau akibat 
perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Menimbang, sebelum 
mempertimbangkan pokok permasalahan di atas, dipandang perlu untuk 
mempertimbangkan lebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama yakni 
menerima, memeriksa, dan mengadili Penetapan asal-usul anak/ 
Penetapan Anak yang beragama Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan 
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keterangan dan penjelasan para Pemohon, bukti P.1 sampai  P-5 serta 
keterangan para saksi, ternyata 
Pemohon I dan Pemohon II, adalah beragama Islam, maka berdasarkan 
ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 
tentang perubahan kesatu atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan 
perubahan kedua dengan Undang-Undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 
bahwa permohonan Penetapan asal-usul Anak/Penetapan Anak, 
sungguhpun menurut pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2006 disebut Pengadilan Negeri, oleh karena para Pemohon beragama 
Islam, maka sebutan Pengadilan Negeri harus dimaknai Pengadilan 
Agama sebagaimana ketentuan di atas, olehkarenanya perkara ini 
merupakan kewenangan Pengadilan Agama Purworejo;Menimbang, 
bahwa  bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang - 
Undang Nomor 7 Tahun 1989, Memperhatikan, pasal - pasal dari 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil – dalil fiqhiyah 
lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. 
Maka pengadilan agama kabupaten purworejo memutuskan : 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 
2. Menetapkan anak yang bernama YYY, tempat tanggal lahir, 
Wonosobo, 25 April 2013 adalah anak sah dari para Pemohon; 
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3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan 
Penetapan inikepada pegawai pencatat kelahiran kantor catatan 
sipil. 
Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten 
Purworejo No. 0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. dalam Memutuskan 
Perkara Asal-Usul Anak diluar Pernikahan 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan 
sebelumnya, maka dapat dianalisis sebagai berikut: pertama, 
pertimbangan:Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo No. 
0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. meliputi: hak untuk mendapatkan status hukum 
anak; pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang 
menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan merupakan 
kewajiban administratif yang diwajibkan oleh peraturan perundang- 
undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah 
syarat- syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan 
calon mempelai; permasalahan mengenai anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan perlu mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum 
yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang 
ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun 
keabsahan perkawinanannya masih dipersengketakan; Pasal 43 ayat (1) 
UU No. 1/1974 harus dibaca: ―Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
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hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 
serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 
ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 
keluarga ayahnya‖;  Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan, 
―Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan 
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya‖ adalah bertentangan dengan 
UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional). Kedua, 
pandangan Hakim Pengadilan Agama kabupaten purworejo nomor  
0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. sesungguhnya ditujukan untuk anak yang  lahir 
di  luar perkawinan akibat nikah sirri atau   kumpul kebo. Nikah sirri dan 
kumpul kebo adalah dua terminologi yang harus dipahami secara berbeda, 
meskipun di mata hukum, keduanya dilakukan tidak sesuai dengan UU 
No 1/74 berikut PP No 9/75.  Nikah sirri adalah sebuah terminologi untuk 
menggambarkan pernikahan yang telah  memenuhi  syarat  dan  rukun  
menurut  fikih,  hanya  saja  pernikahan  itu  tidak dilakukan  di  hadapan  
Pegawai    Pencatat  Nikah  (PPN)    untuk  dicatatkan  sesuai peraturan 
yang berlaku (pasal 2 UU No 1/74).
125
  Sedangkan  kumpul kebo adalah 
dua orang  laki  dan  perempuan  yang  hidup  layaknya  suami  istri,  
tanpa  diikat  oleh perkawinan menurut agama, maupun negara. Dengan 
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 Ali Akbar, ―Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran,‖ Jurnal Ushuluddin 
Vol.22, No. 02 (2014): 213–23. 
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adanya putusan pengadilan agama tersebut, maka pernikahan sirri dapat 
dilakukan pengesahan perkawinan/itsbat nikah dengan cara mengajukan 
permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama, sehingga anak yang 
dilahirkan dari pernikahan sirri dapat menjadi anak yang sah baik 
menurut hukum agama maupun hukum negara, dan mempunyai hubungan 
perdata tidak hanya kepada ibunya tetapi juga mempunyai hubungan 
perdata kepada ayahnya. Atau dapat juga mengajukan permohonan 
penetapan asal usul anak ke pengadilan agama dan dapat dibuktikan di 
depan sidang pengadilan agama, maka anak yang lahir dari pekawinan siri 
dapat menjadi anak yang sah, dan Kantor Catatan Sipil dapat menerbitkan 
Akta Kelahiran berdasarkan penetapan asal usul anak yang dikeluarkan 
oleh pengadilan agama tersebut. Berdasarkan penetapan pengadilan 
agama yang berkaitan dengan pengesahan perkawinan/itsbat nikah dan 
penetapan asal usul anak, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan 
sirri dapat dinyatakan sebagai anak yang sah. Dengan status anak sah, 
maka anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah 
biologisnya. Hubungan perdata yang timbul akibat dari adanya hubungan 
darah ini meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak 
dengan ayah dan ibunya yang dapat berupa:  (1)  hubungan  nasab;  (2)  
hubungan mahram; (3) hubungan hak dan kewajiban; (4) hubungan 
pewarisan (saling mewarisi)  yang  merupakan  pelanjutan  hubungan  hak  
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dan  kewajiban karena  nasab  ketika mereka  sama- sama masih  hidup;  
dan  (5)  hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya. 
Kesimpulan 
Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo No. 
0028/Pdt.P/2018/PA.Pwr. meliputi: hak untuk mendapatkan status hukum 
anak; pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang 
menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan merupakan 
kewajiban administratif yang diwajibkan oleh peraturan perundang- 
undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah 
syarat- syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan 
calon mempelai; permasalahan mengenai anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan perlu mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum 
yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang 
ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun 
keabsahan perkawinanannya masih dipersengketakan; Pasal 43 ayat (1) 
UU No. 1/1974 harus dibaca: ―Anak yang dilahirkan di luar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 
serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum 
ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 
keluarga ayahnya. 
